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,nyai target pada akhir
20Y7 semua doseh sudah
bergglar magister (Si2).

Ial magister iranya bisa diperoleir
lewat kegiatan belajal sekitar dua
tahun dan disertai peml5uatan
tesis, hal ifu ,kemungliinan akan
diubah cukup lewat pendidikan
dan latihan singkat serta ujian
tertulis pilihan ganda.

Bila demikian yang akan ter-
jadi, pemerintah dapat dianggap
mencemari gelar magister. Me-
mang belum ada standar l<husus
unh:k memperoleh gelar magis-
ter, tetapi sudah menjadi pr,aktik
urnum di FT Indone'sia bahwa
gelar magister iranya dapat di-
peroleh lewat pembuatan tesis
yang hqgus dipertangpngjawab-
l<an di hadapan deWan pengpji.
Saya yakin program pen5retaraan
S -2 rnenyingkirlcair'prasyar at be -
rat ini karena' justru di sihrlah
persoalan tidak mud.bhnya lrlen-
dapat gelar magister.. Tanpa ,me-
nyinglcirkan pembuatan tesis, pe-
nyetaraan S-2 tak akan mencailai
'target dalam walrfr-r dua tahun.

, kebijakan menyesatkan

. Sel3iin peisoalan tel<nis di atas,
mssalah pokok lain bita rencana
ini diwujudkan, seoia.h-slah ma-
'salah lcompetensi dan kualitas

, sudah diselesaikan dengan rnem-
berikan label , atau gelar.. I(orn-'petensi 

yang mestinla dibangun
lewat pi'oses dan kendali ptobe,
yang baih dinafikan demi l<e-
pentingan pencapaian indil<ator

. lmantitatif yang tidak berguna.
Pernberian gelar tersebut iebe-
narnya tidal( mengubalr keadaan
apa-apa selain rnengubah data.

Pengubahan ini menjadi rne-
nyesatl<an rnranal<ala dita yang
ban"r kernudian dipaharni terle-
pas dari i<onteks dan proses ba.
'gaimana data tersebut berubah.
layangkan saja ketika dalam dua
lalrun seolah-olah kita inendapat
magister baru sebanyal( 69.00q -

_tetapi sebenarpya tidak ada yang
baru sarna sekali.

Apabilq program penyetar.aan
S-2 sungguh diguJirkan, ai<an
muncul pesan .lcuat betapa pe-
merintah: sendiri sengaja rneru-
sak proses maha p.;i"; a*
mendasal sebuah pendidikan
tinggi, yakni terjadinya iatihan
berkegiatan ilmiah (acad.ernics
'exercise). Latftan inilah yatlg
membenful< kompetensi aliadel
mil< seseorang dan tidal{ mung-
kin dipersingkat prosesnya men-

jadi sebuah pelatihan atau pe-
nataran singl<at. I{ompetensi
al<ademik ini secara esensial'sa-
ngat berbeda dengan l<ompetensi
pralrtikal yang dimiliki seseoratlg.
I{emarnpuarl seseorang menger-
jakan atau membuat sesuafu ti-
dal< dapat disetaral<an begitu saja
dengan lrencapaian l<ompetensi
a-kademik.

Latihan berkegiatan akademik
diarahl<an uirtuk membentuk si-
kap dan kemampuan seseorang
berl<reasi akademili FIai itu. ber-
arti'ia berlatih untuk meneffru-
kan masalah, merumusl<an me-
tode pemecahan rnasalah, dan
rnembuat rekomendasi penyele-
saian masalah setelah ia mencoba
menyelesaikannya. Namun perlu
diingat, masalah di sini bul<an
sebarang ma,"aLah, apalagi ma-
salah telaris seperti membuat ini
atau meral<it itu. Masalah yang

, dirumuskan haruslah terl<ait de-
ngan persoalan pengembangan
iln-ru l<alena pernbuatan tesis di-
arah]<an unb"rl< menambah pe-
ngetahuan. aiLidarrg teftentu.

Program penyetaraan S-2 ti-
dak mungkin dapat menggan-
til<an terjadinya academics exer-
ctse yang memadai karena sifat-
nya yang l'kejar- tayang". program
penyetar aan. S -2 hanya memper-
lcuat terj adinya pencitraan politis

, di bidang pendidikan lewat pen-
capaian .indikator persentase Co-
sen PT bergelar magister.

Fr!nsip jalan plntas
Bila pernerintair ten:s mela-

icukan prinsip jalan pintas seperti
ini, sebagairnana telah terjadi di
Pendidil<an dan Latihan profesi

Gum, rndka dunia pendidil<an In-
donesia al<an semakin terpurul<
kalena salair safu sumber.relt-
dahrlya nruhr pendidikan kita
adalah Icuatnya forrnalisme da-
lanr keseiuruhan proses pendi-
dikan. Iklau pemerintah sendir,i
justru terpaksa memilih orientasi
p ada l<eiuaran (o utp ut) fo rmalitas
lcetirnbang irlendorong terjadi-
nya proses yang baik dan ber-
tanggung jawab, lalu siapa lagi
yang dapat memperbaiki ildi;
pendidikan l<ita?

Sementara ifu, kita sudah se-
harusnya tems prihatin kar.ena
masiir nralakn5's pralrtil< kuliah
abai-abal, ijazah palsu, dan jasa
pembuatan skripsi. Program pe-

nyetaraari S-2 al<an dipaharni
rnasyarakat bahwa pemerintah
sendiri mengarnini nrentaiitas
sebagian masyaral<at bahwa gelar
akadernil< adalah perkara status,
citra, atau dita statistik ketim-
b*g kornpetensi akademik. De-
ngan demil<ian, pemerintah tida]<
hams risih, bahl<an dalam taraf
tertentu rnereshli praktil< j.,-
at-beli gelar dan ijazah palsu.

Seirarusny4 ketika target ca-
paian tidak tercapai, pemerintah
harrs jujur untuk mengemuka-
kan apa yang nrenjadi sebab-mu-
sababnya. I(etika pemerintah ju-
jur, khususnya terkait dengan
masalah penclidikan, masyarakat
akan rnudah menerima dan bah-
kan akan membanfu rtenangani
perqoalan tersebut. Akan teiapi,
bila target capaian tersebr.rt di-
rumusl<an semata demi irenci-
traan poiitik, pemerintah hams
menerima realitas politiknya da:r
harus terus belajar: bairwa dunia
pendidikan bul<anlah dunia in-
dustri atau bisnis yang rnudah
dikenai berbagai target capaian
kuantitatif.

Oleh l<arena itu, pemakaian
konsep Iil(NI menjadi pembenar
lahirnya program penyetaraan
S-2 sejatinya terla_lu dipalaal<a:r.
iqNI nrestinya hanya berfungsi
sebagai mekanisme referensi un-
tuk mernbr-rat kesetar.aan .peng-
akuan dan penghargaan antara
I<ompetensi akadernik dan kom-
petensi prd<til<al, dan tidak lalu
meniadi icesetar-aa:r gelar aj<a-
demik.

I(aiau sungguJr rrau lconsisten
nremal<ai Iil(NI, cul<up dibuat
me]<anisme pengakuan terhadap
kompetensi praJ<tikal para sal"-,
jana luiusan S-1 ini, kernudian
dapat digunaJ<an unfuk menda-
patkan status pendidil< (baca do-
sen) profesiona-I. Dengan d.emi-
kian, yang perlu diubah cukup
peraturan unfuk nternperoleh
pengakuan pendidik profesiona,l
yallg saat ini mensyar-atkan mi-
nimal berpendidij<an S -2.

Memang masih ada persoalan
kalena terfulis dalam tfU Nomor
14 Tahun 2005 bahwa dosen ha-
nii berpendidil<an S-2. Namun,
pemunduran wai<tu pencapaian
a:nanat'undang-undang ini sanr -
pai dengut 2OI7 juga suclah me-
mpakan pelanggar.an. Oieh ka-
rena 'ifu, pertanyaan dasarny4

mengapa pemerintah tidak be-
rani tegas menerapkan Llrl-
dang-undang ini? Jangan-jangan
angl<er, 69.000 ini tersebar di ri-
buan PT sehir-rgga sangat mung-
kin dicarijalan penyeiesaian yang
bersifat lokal di setiap PT dan
tidak perhr penyelesaian sera-
galn, sistemil<, dan rnasif di ting-
l<at na-sional yang justru bera-
kibat fatal bagi keseluruhan iklirn
pendidikan Indonesia.
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Ribuan anggota DPRD
belum laporkan harta
kekayaan.
Takut ketahuan
modalnya.

$

Pelanggaran etiJ( dan
penyalahgunaan wewe-
narlg jalaa terus terjadi.
Habis enak sih.

s

Pemutaran film Pulau
BLtru Tanah Air Beta di-
batalkan.
Deja vu Orde Baru.

s

Masyaral<at urban alcses
berita daring.
fsu, gosip, hoax, serTlue
dilahap.


